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ABSTRACT

The rapid population growth and increased econa@uiiwity that gave rise to the
social urban problems one of which is the increasimlume of waste. To follow
this government is very strategic position to makdicy in the form of local
regulations that Regional Regulation No. 02 Yeat120n Waste Management.
Although the rules have been set by the city ofgkeiu, but the implementation
was not as expected. This research is an empme#hod of collecting primary
and secondary data were then analyzed qualitatiielym the research it is
known that the Regional Regulation No. 02 Year 20h2Vaste Management is
not effective. Inhibiting factors encountered asefalows: the rule of law, law
enforcement, infrastructure and public awareness stakeholders as for waste
management efforts do to Regional Regulation NurfBeyear 2011 to increase
household waste management Bengkulu city are &smal the political will to
implementing regulations, local governments musiéediately create a rule
mayor, the executive officers need to be suppoeed backed by adequate
infrastructure and significant costs and the mowanted by local regulators to
implement the mandate rather than the rule. Suggssiput forward by the
researchers to the city of Bengkulu is as followsnediately make the mayor on
waste management regulations, to revise the RdgRegulation No. 02 Year
2011 on Waste Management in accordance with LawlBo/ear 2008 on Waste
Management and Government Regulation No. 81 Yeat220n Waste
Management and to disseminate the maximum of tb& legulations on waste
management.

Keywords: Implementation, waste management
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ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan peningkatantask ekonomi dan
social masyarakat yang memunculkan masalah-mapal&ibtaan ssalah satunya
adalah meningkatnya volume sampah. Untuk menindpkiahal ini kedudukan
pemerintah sangat strategis guna membuat kebijakanpa peraturan daerah
yakni Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tenRermgelolaan Sampah.
Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh pertadri kota Bengkulu,namun
dalam implementasinya tidak seperti yang diharaparelitian ini bersifat
empiris dengan metode pengumpulan data primer damnder yang kemudian
dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitisaka diketahui bahwa Peraturan
Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan &atigak berlaku efektif.
Faktor penghambat yang dihadapi antara lain sedagakut : aturan hukum,
penegak hukum, sarana prasarana dan kesadaranrakasydanstakeholders
pengelolaan sampah adapun upaya yang dilakukan®@aggturan Daerah Nomor
02 Tahun 2011 mampu meningkatkan pengelolaan samymaah tangga Kota
Bengkulu adalah sebagai berikut: kemauan politikikimelaksanakan peraturan
daerah, pemerintah daerah harus segera membuadlpbagi aparat pelaksana
perlu ditunjang dan didukung oleh sarana dan paasayang memadai serta biaya
yang cukup dan adanya gerakan yang dimotori olehbpat peraturan daerah
untuk melaksanakan amanat daripada peraturan @anSyang diajukan oleh
peneliti kepada pemerintah kota Bengkulu adalahagab berikut : segera
membuat perwal tentang pengelolaan sampah, seggrvisi Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampalaisdsngan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan &amdan Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelcdemp8&h dan melakukan
sosialisasi secara maksimal terhadap peraturanallamtang pengelolaan
sampah.

Kata kunci : Implementasi, pengelolaan sampah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami proses pembangunan perkotang pesat,
yang mana perkembangannya selalu diikuti dengaseprgpembangunan
berbagai fasilitas seperti pusat bisnis, komersgiah industri yang umumnya
dapat menyediakan lapangan kerja. Hal inilah yapgy®babkan masyarakat
tertarik untuk hidup di perkotaan guna mencari ahfdan meningkatkan taraf
hidupnya. Kenyataan ini berakibat pada proses ishsinyang sulit diatasi
sehingga terjadi peningkatan kepadatan pendudp&réotaan.

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota diikuti dengamngkatan
berbagai aktifitas ekonomi dan sosial masyarakaingyakemudian
memunculkan masalah-masalah perkotaan. Kondisidiipérparah dengan
keterbatasan sumber daya pemerintah pusat dan ipeahedaerah untuk
menangani permasalahan tersebut. Secara umum komiismenjadi
tantangan bagi pemerintah kota untuk menciptakagklingan kota yang
dapat mendukung kehidupan seluruh warganya. Parsdain yang timbul
sebagai akibat semakin pesatnya jumlah pendudwakdadlah meningkatnya
volume sampah. Jumlah atau volume sampah berbahuoirggdengan tingkat
konsumsi masyarakat terhadap barang atau matenma gligunakan sehari-

hari. Demikian juga jenis sampah, sangat tergantargjenis material yang



masyarakat konsumsi. Oleh karena itu pengelolampaha tidak bisa lepas
dari gaya hidup masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangatebgaruh
pada volume timbulan, jenis dan keberagaman karskkesampah. Ketika
populasi penduduk masih sedikit dan kebutuhan deqhaiuang masih relatif
rendah, pembuangan sampah dengan pola pengelaaaerisional memadai
untuk digunakan di Kota Bengkulu. Tetapi, dengamimgkatnya tekanan
populasi penduduk, daya beli masyarakat, perkenavamglustri, urbanisasi,
serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjarignpmihan ekonomi
suatu daerah juga memberikan kontribusi yang beshadap kuantias dan
kualitas sampah yang dihasilkan yang telah mengacauatanan kota
sehingga sistem pengelolaan sampah konvensionahstidak sesuai lagi
untuk digunakan.

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah beradhiTempat
Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan b&Banmenjadi sangat
berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas jdgzerlukan fasilitas
pemeliharaan yang sangat mahal. Semakin banyakmykah sampah yang
harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan béilakukannya upaya
pengurangan volume sampah secara sungguh-sunggkliag sumbernya.

Pengelolaan sampah konvensional sist&pen dumping yang

menumpukkan sampah di tempat terbuka pada TPA @raul bukanlah

1 Tuti Kustiah,,Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Maakat Pusat Penelitian dan Pengembangan
Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan tBeyar Pekerjaan Umum, Bandung, 2005, him. 3



merupakan pilihan yang ramah lingkungan karena neekdn gas methane
dan air lindi mencemari lingkungan sekitarnya. Agalpenanganan yang
terpusat (sentralisasi) pada TPA membuat jalur aegigutan lebih panjan dan
kurang efisien. Selain itu juga sarana dan prasgpengelolaan sampah yangt
tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optielérfanya pengelola
sampah dalam hal ini Dinas Kebersihan, Pertamaram Bemakaman
(DKPP) Kota Bengkulu. Di samping itu juga cara pamgl masyarakat selaku
penghasil sampah terhadap kesehatan dan kebetsigkongan juga patut
dipertanyakan. dalam hal ini sama telah menjadiatahspsikologi sosial dan
perilaku menyimpang masyarakat kota, bahwa cira ata-cita kebersihan
dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilgyatat dan bukan
wilayah publik. Masyarakat tampaknya hanya pedwhghn kebersihan
rumahnya saja dan tidak peduli lingkungan dan Katesehingga tak jarang
ada masyarakat tanpa merasa dosa yang membuaradabusampahnya ke
wilayah hutan kota, sungai, laut bahkan kebun tdaah kosong. Ironisnya,
fasiltias pengelolaan sampah hampir semua kotadtinesia masih terbatas.
Hal inilah yang melatarbelakang pemerintah menahitUndang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Elefepan Sampah yang
disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh pemerintah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengel@ampah

ini  mengatur semuastakeholder unsur sampah termasuk partisipasi

masyarakat dan dunia usaha. Kehadiran Undang-Untiamgng Pengelolaan



Sampah menurut llyas Asaad (Deputi Menteri Negarglunagn Hidup
Bidang Penataan Lingkungan) dilatarbelakangi bgdaepgmikiran:

1. Meningkatkan prinsip-prinsip pembangunan berkekamju ke
seluruh bidang pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan pidutingkat
nasional dan daerah.

3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum
lingkungan dalam mendukung prinsip pembangunan
berkelanjutan.

4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungkibag
kegiatan pembangunan.

5. Meningkatkan upaya penataan dan penegakan huku@rasec
konsisten pada pencemar dan perusak lingkungan.

6. Meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya sw@anu
pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasicetalu daerah.

7. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli iskuligin
hidup berperan aktif sebagai kontrol sosial dalaramiantau
kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang ini hagingan
mengusung konsep baru dalam manajemen sampah katangi-gunakan
kembali-daur ulang atau dikenal dengan konsep 3JRedyce-Reuse-
Recycling. Konsep baru ini mengutamakan pendekatan pengamnasampabh.
Karena itu, penangan urusan sampah diatur mulaiddér sampai hilir atau
dari sumber sampah hingga ke tempat pemrosesam dalmpah. Dengan
demikian, TPA singkatan dari Tempat Pembuangan rAhibah menjadi
Tempat Pemrosesan Akhir. Pada TPA diharapkan sanyaaly sudah
diproses dapat dikembalikan ke alam dengan amangdde konsep baru

pengelolaan sampah setidaknya ada 4 manfaat yakrghmemat biaya, angkut

2 Muslimin Daeng, 2009, Prinsip  Partisipasi dalam  Undang-Undang PengelolaanSampah,
Info.blogspot.com/2009/03/html.



sampah, memperpanjang umur penggunaan TPA, dapadame konflik
sosial dan bersih berkelanjutan.

Penanganan dan pengendalian sampah yang benamyterdimulai
dari daratan tempat pemukiman yang merupakan paldatitas manusia.
Pengelolaan sampah di daratan merupakan kunci hebln secara
menyeluruh, dan lingkungan sekitarnya seperti sudga laut merupakan
indikator kebersihan tersebut. Untuk mendapatkagkét efektifitas dan
efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan sampalertligan:

“(1) Perubahan paradigm dari tujuan membuang menjad

memanfaatkan kembali untuk mendapatkan keuntungé);

Perbaikan/ perubahan sistem manajemen sampah dessmiaruhan

terutama pemilihan cara dan teknologi yang ramagkiingan (3)

Memaksimalkan penanganan sampa organik sebagan baimapos

untuk lahan pertanian, taman kota dan taman hib@arSampah

anorganik di daur ulang menjadi bahan baku indugk)yPerlu kerja
sama antar lembaga pemerintah terkait diikuti pgybokum yang

bersifat mengikat, berlaku bagi masyarakat dan strduTentunya

diatas semua itu diperlukan partisipasi aktif daliuruh masyarakat
sumber sampah berasal, terutama merubah dan mienggya

hidup”.

Masalah lingkungan merupakan salah satu isu pentatam
globalisasi maka semua pihak mempunyai kewajibatukumemberikan
perlindungan terhadap lingkungan secara proporkiorerlindungan
lingkungan hidup adalah suatu masalah yang harpsrtanbangkan dari
aspek global. Masyarkat dunia telah bersaksi ubdult serta memberikan
kepedulian terhadap lingkungan melalui deklarasgydibuat oleh konferensi

PBB di Stockholmpada bulan Juni 1972. Deklarasi tersebut berisiatey

perlindungan dalam pencegahan penecemaran dannajédam usaha



koordinasi ke seluruh dunia lewat partisipasi globdak hanya negara-
negara maju tetapi juga Negara berkembang.

Untuk menindaklanjuti hal ini kedudukan pemerinsaimgat strategis
guna memberikan perlindungan terhadap lingkungaperse pembuatan
kebijakan serta berperan untuk memfasilitasi danndoeng gerakan
kepedulian terhadap lingkungan. Keberadaan masyarplga tak kalah
pentingnya untuk turut serta berperan aktif dalaemjaga, memelihara, dan
melestarikan lingkungan. Karena segala dampak ydiagibatkan oleh
lingkungan pihak masyarakatlah yang secara langsiangsakan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah jelas-jelas disebutkan dida@nbajwa pengelolaan
sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintadn $éasyarakat sebagai
penghasil sampah juga bertanggung jawab untuk neamaekan lingkungan
yang bersih dan sehat. Pemerintah melalui undadgagtersebut memberi
ruang yang hidup bagi pemerintah pusat, propinsiltdamadya/ kabupaten
untuk memerintahkan dan mengelola sampah dalamdeanga.

Sebagai turunan regulasi dari Undang-Undang PelageldcSampah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tah@iO2tentang
Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini mengatgeflaan sampah 3R
dimana penghasil timbulan sampah diwajibkan untulemitah dan
memisahkan sampah organik dan sampah anorganikkgngdian dibuang

ke tempat sampah yang telah mereka tersedia stargiaah. Jadi filosopi



pengelolaan sampah di Indonesia akan menuju tatavaste to product
bukan pada jasa kebersihan saj@éning serviceseperti yang diungkap oleh
Sri Bebassari.

Sampah sejenis rumah tangga ditangani oleh DKPR Bengkulu
dengan lingkungan kawasan komersial, kawasan indkstwasan khusus
serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan faglitinnya. Kompensasi
pembiayaan terhadap pelaksanaan penanganan sarepagalbdari uang
retribusi yang dipungut dengan landasan hukumnyatt?an Daerah Nomor
05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan SampaKoth Bengkulu.
Sedangkan sampah rumah tangga ditangani oleh pitaa dalam hal ini
Lembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM). Sampah rtamgiga diangkut
dari tempat sampah rumah tangga menuju Tempat Rdwgo Sampah
Terpadu (TPST) yang ada di kelurahan untuk digroSesa sampah (residu)
yang tidak diolah kemudian diangkut oleh DKPP KB&ngkulu menuju ke
TPA Air Sebakul tanpa dipungut biaya karena adaigubilang dari kawasan
selain kawasan pemukiman. LPM dalam pengelolaarpaanmi mendapat
kompensasi berupa iuran dari setiap rumah tanggaserkan kesepakatan.

Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh pentsdti Kota
Bengkulu, namun tidak serta merta pengelolaan sammalam
implementasinya di lapangan menjadi simpel. Kongsigelolaan sampah di

Kota Bengkulu khususnya di kawasan pemukiman miasitpak semrawut,

3 Sri BebassarParadigma Baru Pengelolaan SampaMajalah Tambang Edisi Cetak, Jakarta, 2008. Bfn.



masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistim metode pengelolaan
sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkudganekonomis seringkali
terlihat suatu pemandangan dimana sampah dibuarh alasyarakat
sekitarnya ataupun orang yang tinggal jauh dagklimgan tersebut yang
sengaja membuang sampah di suatu tempat padahgattéensebut bukan
merupakan tempat sehingga menjadi tempat pembuaagapah liar di kota
Bengkulu seperti di depan kantor KPU, di jalur hijdi Lingkar Barat, di
jembatan Rawa Makmur dan lain-lain.

Berangkat dari uraian tersebut di atas penulisari&rt untuk
melakukan penelitian dengan juddlmplementasi Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Sea Upaya
Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kota Bengkuludengan mengambil
daerah penelitian khususnya kawasan pemukiman dsstdm dengan
pengelolaan sampah rumah tangga.

. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makalatagang cukup
menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh adalsébagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomomain 2011
tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolagrakammah tangga
di kota Bengkulu?

2. Apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikaraturan

Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan &adigKota



Bengkulu?

3. Upaya apakah yang dilakukan agar Peraturan DaecahoN02 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Sampah ini mampu mertkagk@engelolaan
sampah rumah tangga di kota Bengkulu?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diga@anpdi atas,
maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adaabagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah N@2d ahun 2011
tentang Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu.

2. Untuk menginventarisir factor penghambat dalam rimepgmentasikan
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang R#agel Sampah di
kota Bengkulu.

3. Untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan ageati®an Daerah
Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah degrangkatkan
pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bengkulu.

. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamtikbusi
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya daembaggan ilmu
hukum khususnya yaitu hukum perundang-undanganyrhydemerintah

daerah dan hukum lingkungan.
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2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamtkbusi
pemikiran dan wacana bagi pembuat kebijakan yapgtdiipakai sebagai
acuan dalam membuat kebijakan di bidang pengelotaampah dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota B&ngkasa yang
akan datang.
E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis akan dibagi dalam 5 (lima) baliuyai

1. Bab | pendahuluan terdiri dari: latar belakang Hagaperumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitiatersiatika penulisan dan
keaslian penelitian.

2. Bab Il tinjauan pustaka terdiri darieori hukum perundang-undangan
teori penegakan hukum, teori otonomi daerah dajau@m umum
mengenai sampabh.

3. Bab Ill metode penelitian terdiri dari: sifat petiah, lokasi penelitian,
penentuan informan, metode pengumpulan data davdmanalisis data.

4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan terdiri :damplementasi
peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang Reagel Sampah,
faktor penghambat pengelolaan sampah rumah tangggad diterapkan
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang R#agel Sampah di
kota Bengkulu dan upaya yang dilakukan agar Pematraerah Nomor

02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah mampunghkaitkan
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pengelolaan sampah rumah tangga di kota bengkulu.
5. Bab V penutup terdiri dari: kesimpulan dan saran.
F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas makzk unembahas
masalah dan pemecahannya diperlukan anggapanydaspdijadikan sebagai
landasan teori. Untuk lebih jelasnya peneliti akaengemukakan landasan
teori yang sangat relevan dengan permasalahan gleang dibahas sehingga
dapat mengarahkan peneliti dalam melaksanakanipanel

Implementasi peraturan daerah merupakan tahap kausgal dalam
proses kebijakan peraturan perundang-undangan dirsaatu peraturan itu
harus diimplementasikan agar tercapai tujuan vyamggidkan dalam
penelitian ini yakni Peraturan Daerah Nomor 02 Tahl20l1l tentang
Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu.

Tujuan yang ingin dicapai seperti yang terkanduaam Peraturan
Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan &amgan dikaji
dengan menggunakan teori penegakan hukum, team@ang-undangan dan
teori otonomi daerah.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang penerapan peraturan daerah pangubungan
dengan pegelolaan sampah sudah pernah dilakukanAmidri Putra Nata
dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah kotgkienNomor 02 Tahun

2011 tentang pengelolaan sampah di kota BengkDiwiana penelitian yang
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dilakukan oleh Andri Putra Nata tersebut obyekrdalah pengelolaan semua
jenis sampah di kota Bengkulu, permasalahan yaagglat dalam penelitian
itu adalah : bagaimana pelaksanaan Peraturan DketalBengkulu Nomor
02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di katgksé& dan apa yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daetah Bengkulu
Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampahotii Bengkulu.
Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagakahnanplementasi
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rdagel Sampah
terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di kotgkBle, apakah faktor
penghambat pengelolaan sampah rumah tangga béwaagseraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampalo@i Bengkulu dan
upaya apakah yang dilakukan agar Peraturan DaevatoNO2 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Sampah ini mampu meningkat&agelolaan sampah
rumah tangga di kota Bengkulu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelittfanberbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri PuteaalN



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perundang-Undangan
Pada negara yang berdasarkan atas hukum, maka s¢unaia harus
didasarkan pada hukum. Demikian juga setiap peratharus dirancang dan
diundangkan secara benar serta berdasarkan prosedusah.
Berkaitan dengan norma hukum dan tata urutan atewarkinya,
Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenfargia hukum
(stufentheorigyakni:
Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan Ipestapis dalam
satu hierarki tata susunan dimana suatu norma ey rendah
berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma lghitg tinggi
lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu noeng fidak dapat
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis diéktif yaitu norma
dasar groundnorn) .
Teori yang dikemukakan oleh Kelsen ini kemudianedibangkan
oleh Hans Nawiasky yang merupakan murid Hans IKelsiens Nawiasky

mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu aggarmenjadi 4

(empat) kelompok besar yang terdiri dari :

Kelompok | : Staats fundamentalnormdrma fundamental
negara
Kelompok Il : Staatsgrundsgezetat(iran dasar / pokok negara

Kelompok 11l : Formell Gezetzundang-undang formpl
Kelompok IV : Verordnting & Autonome Satzung
(aturan pelaksana & aturan otonpm

4 Abdul Rahman)mu Hukum tata Negara, Teori Hukum Dan lImu PeramgtUndanganCitara Aditya Bakti, Bandung
1995, Him 12

5 Brata Kusuma & SolihinDtonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daef@tgmedia utama, Jakarta 2002,
HIm.17

13
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Kemudian menurut Wolfgang Friedman membedakan amntde of
law dalam arti formil yaitu dalam artirganized public powedan rule of law
dalam arti materil yaituhe rule of just lawPembedaan ini dimaksud untuk
menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum itdjldeedidak serta-
merta akan terwujud secara substanstif, terutann@nkapengertian orang
mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi olehrapengertian hukum
formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran piirukum materiif

Kata perundang-undangan mengandung 2 (dua) &rii ya

1. Proses pembentukan perundang-undangan negarardsiygeg
tertinggi yaitu Undang-Undangvét, gesetz , statyteampai yang
terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegari
kekuasaan perundang-undangan wetfevende macht,
gesetzgebunde gewalt, legislatif power

2. Keseluruhan produk peraturan-peraturan negarabigrSe

Istilah perundang-undangan mempunyai 2(dua) peageryang
berbeda yakni :

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentuksespro
membentuk peraturan Negara-negara, baik di tingkasat
maupun di tingkat daerah.

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negang Yy
merupaan hasil pembentukan peraturan-peraturandbdikgkat
pusat maupun di tingkat daerih.

Marida Farida  Indrati Soeprapto menyatakan bahstah

perundang-undangategislation, wetgeving atauy gezetzgebumgmpunyai

2 (dua) pengertian yang berbeda yaitu :

6 lbid
7 Maria Farida Indrati.SImu perundang-undangan, Dasar dan Pembentukarigaisius Yogyakarta, 1998. Him 32.
8 Brata Kusuma & Solihipp.cit Him 120
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1. Perundang-undangan merupakan proses pembentulan at
proses membentuk peraturan-peraturan negara,baitingkat
pusat maupun daerah .

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan neggemng,
merupakan hasil pembentukan peraturan-peratur&rdbéingkat
pusat maupun daerdh.

A.Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pengetahuzminglang-
undangan adalah ilmu pengetahuan interdisiplinetatey pembentukan
peraturan perundang-undangan yang membagi ilmungeng-undangan
menjadi dua bagian yakni :

1. Teori perundang-undangan yang bersifat kognitifobentasi
kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahamanusdyes
pemahaman yang bersifat dasar di bidang perundangan

2. llmu perundang-undangan yang bersifat normatif femtasi
kepada melakukan perbuatan pengaturan,terdiritd@imacam
yakni proses perundang-undangan, metode perundafagigan
dan tehnik perundang-undandén

Sedangkan Bagir Manan yang mengutip pendapat PakRentang
wet in materiele zirmelukiskan pengertian perundang-undangan daam arti
material yang esensinya sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk sdfatena
merupakan keputusan tertulis, maka peraturan pangid
undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebadaim
tertulis @eschrevenrecht, written 13w

2. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oletbatejatau
lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyaig ya
berwenang membuat peraturan yang berlaku mengikatnmu
(aglemeen

3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengrkaim |,
tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua dviengikat
umumhanya menunjukkan bahwa peristiwa perundangagah

9 Maria Farida, Op.cit, him. 137
10 A.Hamid.S Attamimi. Op.cit. him 301
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yang tidak berlaku terhadap peristiwa kongkret atadividu
tertentu™

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indondmedasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembamtideraturan
Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang/ peraturan perundang-undangan
Peraturan pemerintah

Peraturan Presiden
Peraturan Daerah 12

ogkrwbE

1. Pengertian Peraturan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang slichatengan
Peraturan Daerah adalah :
Pasal 1
(7) : Peraturan perundang-undangan yang dibenbléh
DPRD Propinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
(8) : Peraturan perundang-undangan yang dibenlgh
DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama
Bupati/Wali Kota®*

2. Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah
Pedoman penyusunan Peraturan Daerah dapat kitgéia:

a. Undang-Undang Dasar 1945.

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, OPPRD

dan DPD.

11 Bagir ManarOp.cit hal 63
12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petuiksem Peraturan Perundang-Undangan

131Ibid
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c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub#eamiua
Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Retale
Daerah.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan.

e. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang iKekn
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan BRuatugangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,Rdasangan
Keputuan Presiden.

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeramor 21
Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan MateritdnuBroduk-
Produk Hukum Daerabh.

g. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daeramédf 22
Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daera

h. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daeramdt 23
Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan ProdukiDaera

i. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daeramdt 24
Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daera

. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus bekdaspada
asas pembentukan peraturan perundang-undangan daam hal ini

dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undéorgor 12 Tahun
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2011 tentang pembentukan peraturan perundang-uadayajtu sebagai
berikut:

a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukaatyoran
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang yalag
hendak di capai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, paitwa
setiap jenis peraturan perundang-undangan harustdiddeh
lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundangigada
yang berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaflwdaalam
pembentukan peraturan perundang-undangan harus emer
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis
peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentp&eaturan
perundang-undangan harus memperhitungkan efektivita
peraturan perundang-undangan tersebut di dalam ansksy,
baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa getiapuran
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturanngang-
undangan harus memenuhi persyaratan teknis pergmisun
peraturan perundang-undangan sistematika dan milketa
atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dadam
dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai amac
interprestasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentuiatypan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, pensiapa
penyusunan dan pembahaan bersifat transparan daukde
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunya
kesempatan seluas-luasanya untuk memberikan madakam
proses pembuatan peraturan perundang-unddfigan.

4. Asas Materi Muatan Penyusunan Peraturan Daerah
Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 12 T&iil

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangéeri mauatan

14 1bid
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peraturan perundang-undangan harus mengandungasemassebagai

berikut;

a.

f.

g.

h.

Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus berfungsi méamber
perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman
masyarakat.

Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
perlindungan dan penghormatan hak asasi manuselsakat

dan martabat setiap warga Negara dan penduduk dston
secara proporsional.

Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap materi mpetaturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat damkwat
bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinenekaagngan
tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republikresia.

Asas Kekeluargaan, adalah bahwa setiap materi muata
peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan.

Asas Kenusantaraan, adalah bahwa setiap materiamuat
peraturan perundang-undangan senantiasa memparhati
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materatamu
peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila.

Asas Bhineka Tunggal Ika, adalah bahwa setiap matgstan
peraturan  perundang-undangan  harus = memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, gkondi
khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut
masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermdstara
berbangsa dan bernegara.

Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muataatyvan
perundang-undangan harus mencerminkan keadilanraseca
proporsional bagi setiap warga Negara tanpa tedfiecu

Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemenmmtaha
adalah bahwa setiap materi muatan peraturan pergnda
undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifatninedakan
berdasarkan latar belakang antara lain agama, srdsy,
golongan, gender, atau status sosial.

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahetiaps
materi muatan peraturan perundang-undangan tidek berisi
boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan |(samtan
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latar belakang antara lain agama, suku, ras, galgngender,
atau status sosial.

j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasamahada
bahwa setiap materi muatan peraturan perundangigada
harus mencerminkan  keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan antara kepentingan individu dan masytadangan
kepentingan bangsa dan Negara.

k. Asas-Asas Lain Sesuai dengan Bidang Hukum Peraturan
Perundang-Undangan yang Bersangkutan, antara klemd
hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiatantan
tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dapradaga
tak bersalah, serta dalam hukum perdata misalngéand
hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, bkeha
berkontrak dan itikad baik.

5. Kedudukan Peraturan daerah
Peraturan daerah selalu diakui keberadaannya @imdaistem
hukum di Indonesia. Pengakuan tersebut dapat tilifzi beberapa
pendapat ahli sebagai berikut :

a. Irman Soejito menyatakan bahwa salah satu kewanaygng sangat
penting dari suatu daerah yang berwenang mengaturntengurus
rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk tapken
peraturan daeraf®.

b. Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa peraturan daetigdkukan
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yaitu rmengagala
sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintah pgortzan serta
pelayanan terhadap masyaraKat.

c. Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan daerah hadadana
peraturan perundang-undangan tingkat daerah ydetagkan kepala
daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakgatvenangan
pemerintah daerah merupakan salah satu cirri yaagunjukkkan
bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalalarsgemerintahan
otonorrISyang berhak mengatur dan mengurus rumalgdasgerahnya
sendiri.

15 Arief GositaOp Cit HIm. 12-16

16 A.Hamid.S Attamimi Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia DaRanyelenggaraan Pemerintahan
Negara —Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presideg lyarfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita |
Pelita IV ( Disertasi Dokter Ul Jakarta, 1990), H289-290

17 Bagir MananDasar Perundang-undangan Indoneslakarta Indonesia Hill Co, 1992, Him 59 - 60

18 Amieroeddin SyahriPerundang-undangan Dasar, jenis dan teknik mennlyaaBina Aksara, Jakarta, 1987, Him
71.
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d. A. Hamid S . Attamimimi menyatakan bahwa tata sasan peraturan
perundang-undangan di Negara Republik Indonesiavdaleraturan
daerah merupakan salah satu jenis peraturan pemgHuwhalangan yang
terletak dibawah peraturan perundang-undangangkat pusat’

B. Teori Penegakan Hukum
Lawrence M. Friedmardalam teori“Legal Sistem” menyatakan
bahwa komponen dari sistem hukum itu meliputi egamen vyaitu:

a. Substansi hukum (substance rule of the ladjdalamnya
melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maugang tidak
tertulis, baik yang hukum material maupun hukonmial

b. Struktur hukum (structure of the lawpelingkupi Pranata hukum,
Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Sirikikum
erat kaitannya dengan sistem peradilan yang ditelksan oleh
aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidgigkasi
penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penurtakjim dan
advokat.

c. Budaya hukum (legal culture)merupakanpenekanan dari sisi
budaya secara umum, kebisaaan-kebisaaan, opimi-opara

bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatasmkdalam
masyarakaf®

Ketiga elemen itu mempunyai peranan penting dalatakpanaan
penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkritigemberlakuan
suatu sistem hukum. Artinya berfungsi suatu penagakukum terhadap
suatu peraturam pengelolahan sampah ditentukdn tfm elemen sistem
hukum; unsur hukum materi peraturan perundang-lgadarpengelolahan
sampah sebagai salah satu substansi hukum, pamedmkkum dalam

struktur hukum, dan kesadaran hukum; karakter mmaksh dalam budaya

hukum.

19 Irawan SoejitoleknikMembuat Peraturan DaerdBina Aksara Jakarta, 1983, Him 1

20 Lawrence M. Friedman; dalafhe Legal Sistem; A Social Scince Prespective, Russel Sage Foundation, New York,
1975; HIm. 12 - 16
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Substansi hukum tersusun dari peraturan-peratuean kittentuan

tentang bagaimana institusi-institusi harus belgdari berskala hukum

primer yang menentukan tingkah laku masyarakathdéam sekunder yang

menentukan pemberlakukan dan pelaksanaan tingkah dalam hukum

primer. Struktur hukum sebagai pondasi dasar dstera hukum merupakan

kerangka elemen nyata dari sistem hultnBudaya hukum merupakan

elemen sikap dan nilai sosfalDengan begitu budaya hukum mengacu pada

bagian-bagian yang ada pada kultur umum adat, &aéis opini, cara

bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuat&odtan sosial menuju

atau menjauh dari hukum dan dengan cara tertentu.

Penilaian substansi suatu undang-undang yang biasuanenurut

Arief Gosita, dapat ditakar dengan kriteria :

cooy

=

Rasional positif.

Dapat dipertanggungjawabkan.

Bermanfaat.

Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesalaman
persatuan.

Mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahtexiagat.
Mengutamakan perspektif kepentingan yang diataydni dan
bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani
Sebagai pengamalan Pancasila.

Berlandaskan hukum secara integratif.

Berlandaskan etika.

Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yasgngkutan.
Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk nighnganakan
kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi
kepentingan pribadi atau kelompok.

Mengembangkan respon/ keadilan yang memulihkan.

. Tidak merupakan faktor viktimogen. Substansi supéwaturan

tidak boleh berakibat terjadinya suatu penimbulkkorban

21 Arief GositaQp Cit HIm. 17

22 Ibid
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(viktimisasi), sehingga yang bersangkutan mendemngatal, fisik,
dan sosial. Sebaiknya juga memuat sanksi bagi parambul
korban.

m. Tidak merupakan faktor kriminogen.

n. Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: koaperas
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifika

0. Berdasarkan citra yang tepat mengenai objek dajelsutukum,
sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya.

p. Mengembangkan lima senses, yaitu sense of belon(iaspa
memiliki), sense of responsibility (rasa tanggumagh), sense of
commitment (memiliki komitmen), sense of sharingsé berbagi),
dan sense of serving (saling melayani).

Jika dikaitkan dengan keefektivitasan hukum menuRabert B.
Seidman ada 3 suatu yang berpengaruh bekerjanyarhyskitu:

a. Perundang-undangan

b. Aparatur pelaksana (penegak hukum)

c. Masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukéim).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektivitasirhuliartikan
sebagai berikut:

“Pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari @erg hukum

terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyayaka sesuai

dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat bakprilsesuai

dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki alédanh, maka

dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutantadftif >’

Agar hukum mempunyai pengaruh efektif terhadappsikadak atau
perilaku maka diperlukan kondisi tertentu, yaitu:

a. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan

pengertian bersama supaya hukum benar-benar dapat
mempengaruhi  perilaku warga masyarakat maka harus

23 Arief Gosita,Op Cit Him. 51
24 Soerjono Soekamto, 19&jatu TInajauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalalsd¥h

Sosial,Alumni, Bandung, HIm. 23
25 Soerjono Soekant®p Cit Him. 23.
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disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembadam da
masyarakat.

b. Di posisi untuk berperilaku artinya hal-hal yang mnjaeli
pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertenfuda
kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertern kdrena
perhitungan laba-rugi. Artinya kalau dia patuh pad&um maka
keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia mggkn
hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertingaanlaba-
rugi maka penegakan hukum senantiasa diawasi See@ta’

Dalam teori hukum bisaanya dibedakan antara 3)(iigacam hal
berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pembariakaidah hukum
seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekantagselverikut:

a. Kaidah hukum secara yuridis apabila penentuanngasdrkan
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya ataa biérbentuk
menurut cara yang telah ditetapkan atau apabilaunjekkan
hubungan keharusan suatu kondisi dan akibat.

b. Kaidah hukum scara sosiologis apabila kaidah tetselapat
dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tiliekima
masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diteataa diakui
oleh masyarakat.

c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis dangita-cita
hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jikdethah secara
mendalam maka untuk berfungsinya atau efektifnyustiukum
haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut.

Lain halnya efektivitas kebijakan yang diuraikannggunakan teori
yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman denganganalisis struktur
hukum, substansi hukum dan kultur hukum dari k&bipatersebut. Friedman
menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dirsisémasyarakatan,
maka hukum mencakup tiga komponen yaitu:

a. Legal substance(substansi hukum) merupakan aturan-aturan,

norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yaradbedalam
sistem ini termasuk produk yang dihasilkan olehngrgang

26 Ibid
27 Soerjono SoekantBpsiologi Suatu PengantdRadja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, HIm. 23
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berada di dalam sistem hukum itu, mencakup kepntyseng
mereka keluarkan atau aturan baru yagn mereka susun

b. Legal structure(struktur hukum) merupakan kerangka, bagian
yagn tetap bertahan, bagian yang memberikan ancaearaacam
bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instestansi penegak
hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur datesn hukum
antara lain institusi atau penegak hukum sepertiokdt, Polisi,
Jaksa, dan Hakim.

c. Legal culture(budaya hukum) merupakan susunan pikiran sistem
dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh nrakg#®

Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yangingal
mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dhkai bagaimana
bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukuerupakan budaya
masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkajkum secara satu
persatu atau dua sistem hukum saja, tanpa memiparhéiekuatan-kekuatan
sistem yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Soerjono Sukanto menyatakan &aktebyang
mempengaruhi bekerjanya hukum dengan masyarakat yai
Keadaan Peraturan Perundang-Undangan.

Pelaku Penegakan Hukum.
Masyarakat dan Budaya Hukum.

Fasilitas Sarana dan Prasarana
Keterbatasan Dafa

®oo o

Jadi hukum diposisikan sebagai sarana pencapajaantuTujuan
akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara défakdn sebaliknya

menjadi penghambat jika tidak efektif.

28 Friedman, WTeori dan Filsafat Hukupterjemahan Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990, HI.
29 Soejono Sukantbjukum Dalam masyarakafV. Rajawali Sakti, Jakarta, 1980, HIm. 55
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Hukum dianggap mampu mengkondisikan dan merubalitasiaan
perilaku masyarakat sesuai dengan masyarakat pguonteam Oleh karena itu
agar hukum dapat berlaku efektif Paul dan Dias reendkakan ada 5 syarat
yaitu.

Sulit/ tidaknya sesuatu tujuan dapat dipahami.

Luas tidaknya masyarakat yagn tahu akan hal itu.

Efisien dan efektif tidaknya mengkondisikan atulnalkum.
Adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanyat disgdeses
oleh semua orang tetapi betul-betul efektif mersalean perkara.
e. Adanya konsensus pemandangan bahwa hukum itu loetiull-
efektif.*°

apop

Adam Podgoreck mengemukakan syarat agar suatwparatukum
dapat berlaku efektif yaitu:
a. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi
b. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaiaseieut ke dalam
tata susunan yang hierarkis sifatnya.
c. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajuk
d. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan-peraturaang y
dilakukan.
e. ldentifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat niesdesir efek-
efek yang buruk dari peraturan-peraturan yang higen
Dari uraian di atas intinya masyarakat harus patmaksud dan tujuan
dari suatu produk hukum dimana untuk mencapailegtahaman hukum itu,
masyarakat tentu harus melalui komunikasi produhuitu.
C. Teori Otonomi Daerah
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang penfemtaoeh

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengaturng&Emgurus urusan

pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Repuldldnisia’?

30 Saleh, ummCivil Society,blogspot.com/2011/02/bud.htm.
31 Achmad Ali,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukyndasnif, Jakarta,1998, HIm. 32



27

Berdasarkan pengalaman empiris , desentralisasganenng dua
unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuklagmah otonom dan
otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyeragleammlah fungsi
pemerintahan kepada daerah otorfom.

Secara teoritis desentralisasi seperti yang dikakak oleh
Benyamin Hoessein adalah pembentukan daerah otdanfatau penyerahan
wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah ptissienurut Philip
Mawhod menyatakan desentralisasi adalah pembagian skbagian
kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuaspudat terhadap
kelompok-kelompok lain yang masing-masing memilitoritas di dalam
wilayah tertentu di suatu negara.

Menurut Jayadi N.K bahwa mengandung empat pengertia

1. Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom

2. Daerah otonom yang dibentuk diserahi wewenangnterteleh

pemerintah pusat

3. Desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasdeim

pemerintah pusat

4. Kekuasaan yang dipencarkan diberikan kepada kelkmpo

kelompok masyarakat dalam wilayah tertefitu

Menurut Irawan Soejito yang dikutip oleh Juandambagi bentuk
desentralisasi ke dalam tiga macam, yakni deses#sal teritorial,

desentralisasi fungsional termasuk desentralisasunut dinas/kepentingan

dan desentralisasi administratif atau lazim disskbagai dekonsentrd$i.

32 Khairul Muluk,Desentralisasi Pemerintahan Daerddayu Media, Malang, 2005, HIm.19
33 Ibid

34 Amran Muslimin Aspek-aspek hukum otonomi Daefdamni.Bandung 1986, Him 27

35 Khairul Muluk.Op.cit. HIm 21

36 Amran Muslimin.Op.cit. HIm. 39
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Dalam arti ketatanegaraan desentralisasi adalahimpgmghan
kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daeredhidgang mengurus
rumah tangganya sendiri(daerah-daerah otonom). ndasisasi juga cara
atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yangnbeaakan
kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalaneget@han negara.

Menurut Amrah Muslimin sistem desentralisasi terdari beberapa

macam antara lain sebagai berikut :

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan wewenang pemerintah
pusat yang menimbulkan hak mengurus kepentingaaliuangga
sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daeradilild oleh
rakyat dalam daerah daerah tertentu .

2. Desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak dawekangan
pada golongan-golongan mengurus suatu macam ataogan
kepentingan da,am masyarakat baik terikat atauplak tpada
suatu daerah tertentu, dan

3. Desentralisasi kebudayaan, yaitu memberikan hakadaep
golongan-golongan  kecil dalam masyarakat (mingritas
menyelenggarakan kebudayaan sendiri (mengatur dikadi ,
agama dan lain-ainy

Lebih lanjut Juanda juga mengatakan bahwa dessasal
ketatanegaraan dapat dibagi daam 2 (dua) macam:yakn

1. Desentralisasi territorial yakni pelimpahan keka&sauntuk
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-
masing(otonom)

2. Desentralisasi fungsional vyaitu pelimpahan kekuasamtuk
mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kg@enti
tertentu?®

37 JuandaHukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut hubungameangan Antara DPRD dan Kepala Daerah,
Alumni Bandung, 2008. HIm.56

38 Amran Muslimin.Op.cit. HIm. 42

39 Ibid

40 Juanda.Op.cit.HIm.57
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D. Tinjauan Umum Mengenai Sampah

1. Pengertian Sampah

Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zaiu abenda-
benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, berilpa bahan buangan
yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa pirmhestri**

Lain halnya yang dikemukan oleh Hadi Wiyoto yanghgeatikan
sampah sebagai:

“Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakgk karena
telah diambil bagian utamanya, atau karena perageiol atau
karena telah diambil bagian utamanya, atau karemmedolaan,
atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yangaditidari segi
sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segkungan dapat
menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestafian”.

Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengedampah
adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidakharga untuk
digunakan secara bisaa atau khusus dalam produ&si pemakaian;
barang rusak atau cacat selama manufaktur; ataerirbatkelebihan atau
buangart?

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 266gig
Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yangkslighadengan
sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusiaatiam proses alam

yang berbentuk padat berupa zat organik atau amidrdeersifat dapat

terurai atau tidak dapat terurai yang dianggaplstidak berguna lagi dan

41 Apriadi,Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan Sampabdi Tandur, Jakarta, 1989, Him. 89
42 bid

43 Purwodarminto, W S, Kamus Lingkungan, Balai Bkest Jakarta, 1994, Him. 152
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dibuang ke lingkungaff’
2. Sumber Sampah
Sumber terbentuknya sampah adalah sebagai berikut:

a. Sampah dari pemukiman penduduk
Pada suatu pemukiman bisaanya sampah dihasilkarso&tu
keluarga yang tinggal pada suatu bangunan atamastkenis
sampah yang dihasilkan bisaanya cenderung orgapkris
sisa makanan yang bersifat basah, kering, abutikpldan
lainnya.

b. Sampah dari tempat umum dan perdagangan
Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan
banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatampat-
tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup bdslam
memproduksi sampah termasuk tempat perdagangamtisepe
pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasikamuoya
berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abuikplksitas,
dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

c. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik jretader
Yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan umpantai,
masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan nsara
pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kediag
sampah basah.

d. Sampah dari industri
Dalam pengertian ini termasuk pabrik sumber alaamnjgahaan
kayu, dan lain-lain, kegiatan industri baik yangntasuk
distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. $ayma
dihasilkan dari tempat ini bisaanya sampah basampah
kering abu, sisa makanan, dan sisa bahan bangunan.

e. Sampah pertanian
Sampah yang dihasilkan dari tanaman dari binateaeyath
pertanian misalnya sampah dari kebun, kandangndadtau
sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupukuna
bahan pembasmi serangga tanaffian.

3. Faktor yang Mempengaruhi Sampah
Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi danypni

jumlah penduduk, keadaan sosial, kemajuan teknolgamg akan

44 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Tentang PelagaelGampah
45 Azwar MuchtarSumber Sampah ,Pt., Tiga Pertiwi ,Yogyaka2tal2. Him. 49
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menambah jumlah maupun kualitas sampah. Pengelc@aapah yang
berwawasan lingkungan akan:

a. Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sehingga
dapat memperpanjang umur TPA, meningkatkan efisi@aga
pengangkutan sampah, meningkatnya kondisi sawiiaskitar
TPA.

b. Mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan
kebersihan lingkungan.

c. Membantu melestarikan sumber daya alam, terutamap&s
yang dipakai untuk pupuk tanaman.

d. Menghasilkan sumber daya baru dari sampah misginpak
tanaman.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelola
sampah dan meningkatkan pendapatan masyafakat.

4. Sistem Pengelolaan Sampah
Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelstaapah
yang meliputi kelima aspek/ komponen yang salingidn&ung dimana
antara satu dengan yang lainnya saling berintetakak mencapai tujuan.
Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis openas aspek organisasi
dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspekidyaan, aspek
peran serta masyarakat.
a. Aspek Teknik Operasional
Aspek teknis operasional merupakan komponen yatiggpa

dekat dengan obyek sampah. Menurut Hartoyo peraacasistem

sampah memerlukan suatu pola standar spesifikhaigae landasan

46 Towo,Pengelolaan Sampah Terpadu Sebagai Salah Satu Wdaggatasi Problem Sampah di PerkotaRif, Rineka
Cipta, Jakarta, HIm. 10.
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yang jelas’ Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional
Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tataa@G@ngelolaan
Sampah di Permukikman. Teknik operasional pengaiolsampah
bersifat integral dan terpadu secara berantai dengatan yang
berkesinambungan yaitu: penampungan/ pewadahamguipgmulan,
pemindahan, pengangkutan, pembuangan/ pengelolaan.

Aspek teknik operasional merupakan salah satu ugajam
mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaastaypaharus
disesuaikan dengan pertimbangan kesehatan, ekonteknik,
konservasi, estetika dan pertimbangan lingkurfgan.

Proses awal dalam penanganan sampah terkait lapgsun
dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampmamgpah
adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikamp
dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuanradalah
menghindari agar sampah tidak berserakan sehimgdgarhenggangu
lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efg&sf tingkat
pelayanan adalah kapasitas peralatan, pola pengapuienis dan
sifat bahan dan lokasi penempatan.

1. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan

47 Hartoyo,Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Tifahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota,
Fakultas Teknik Brawijaya, Malang, 1998, him. 6

48 Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliasenniegrated Solid Waste Manajemévic.Graw Hill : Kogakusha, Ltd, 1993,
him. 363.
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sampah mulai dari tempat penampungan sampah sakepai
tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan lsgagda
dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola iddad dan
pola komunal.
1) Pola Individual
Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber $ampa
kemudian diangkut ke tempat pembuangan sement&&/ T
sebelum dibuang ke TPA.

2) Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sarkpah
tempat penampungan sampah komunal yang telahaksed
/ ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan
kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.
. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah
hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan wfitéwa ke
tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan kuntu
pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yan
dilengkapi dengan container pengangkut dan ataudamatau
kantor, bengkel. Pemindahan sampah yang telahlaiergiari

sumbernya diusahakan jangan sampai sampah tetssisampur
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kembali®
3. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampgh ya
telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara dari
tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhinafile
tidaknya penanganan sampah juga tergantung padamsis
pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sangpaehigeal
adalah dengan truck container tertentu yang dilepiglalat
pengepres, sehingga sampah dapat dipadatkan 24p&al

Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah
dari perkotaan ke tempat pembuangan akhir yangiysajauh
dari kawasan perkotaan dan permukiman.

4. Pembuangan Akhir Sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan
untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkatapah
untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuang aklimpah adalah
memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi perghnan
akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempa
pengelolaan sampah. Secara umum teknologi pengelsEmpah

dibedakan menjadi 3 metode yaitu:

49 Widyatmoko dan Sintorini Moerdjok@p. Cit Him. 29.
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1) MetodeOpen Dumping

Open dumpingmerupakan sistem pengelolaan sampah
dengan hanya membuang/ menimbun sampah disuatwattemp
tanpa ada perlakukan khusus/ pengelolaan sehingggansini
sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

2) MetodeControlled Landfill(penimbunan terkendali)

Controlled landfill adalah sistem open dumping yang
diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan openpihg
dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sangeigan
lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yangddian
atau setelah mencapai periode tertentu.

3) MetodeSanitary landfill(lahan urug saniter)

Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan
dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudia
ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. jBeker
pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari p&ta jam
operasi.

b. Aspek Kelembagaan
Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokokndala
menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistmgefolaan
sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, poiganisasi
personalia serta manajemen. Institusi dalam sismangelolaan

sampah memegang peranan yang sangat penting mebpuktur
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organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenanta $@ordinasi
baik vertikal maupun horizontal dari badan pengetdl
c. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai opemasio
pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampgaydpuan,
pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengelolakam
pembuangan ahkir. Selama ini dalam pengelolaan aamprkotaan
memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian alitkan sistem
pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhaa skamdiri dari
retribusi.

d. Aspek Peraturan/ Hukum

Prinsip aspek peraturan pengelolaan sampah berrptupan-
peraturan daerah yang merupakan dasar hukum péasgelsampah
yang meliputi:
a. Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pergeiol

kebersihan.
b. Perda mengenai bentuk institusi formal pengelokedrersihan.
c. Perda yang khusus menentukan struktur tarif dari thsar
pengelolaan kebersihah.
Peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengeldaarpah

di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang:

50 Ibid
51 Hartoyo, Op. Cit. HIm. 8
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Ketertiban umum yang terkait dengan penangananaamp
Rencana induk pengelolaan sampah perkotaan.

Bentuk lembaga organisasi pengelolaan sampah.

Tata cara penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Tarif jasa pelayanan atau retribusi pengelolaamsam
Kerjasama dengan berbagai pihak terkait diantardeymsama
antar daerah atau kerjasama dengan pihak s#asta.

~P oo oTw

Peraturan—peraturan tersebut melibatkan wewenang da
tanggung jawab pengelola kebersihan serta pamisipesyarakat
dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

e. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampaipakan
kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnyagrgmo
pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan pearasetiap
orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan émdis. Peran
serta masyarakat sangat mendukung program pengeldampah
suatu wilayah. Tanpa adanya peran serta masyasakaia program
pengelolaan sampah yang direncanakan akan sid?si@n serta
masyarakat dalam bidang sampah adalah proses doremg sebagai
konsumen sekaligus produsen pelayanan sampah bagasevarga
mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasaranatgasedia untuk
mereka. Peran serta masyarakat penting karena per@merupakan
alat guna memperoleh informasi mengenai kondidhuttéhan dan

sikap masyarakat setempat. Bentuk pendekatan & d&gpat

52 LP3B Buleleng-Clean Up Baltistem Pengelolaan Sampah Pada Masyardk8AID, Jakarta, Him. 23.
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membantu program pemerintah dalam keberhasilan atleng
membisaakan masyarakat pada tingkah laku yang isesunan
program sampah vyaitu merubah persepsi masyarakaadegp
pengelolaan sampah yang tertib, lancar, dan menat@subah
kebisaaan masyarakat dalam pengelolaan sampahkysiagg baik
dan faktor-faktor sosial dan budaya setenipat.

Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau
pembuangan sampah antara lain: pengetahuan tentang
sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran retribasipah, adanya
iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bagk#inyediaan
tempat sampabh.

5. Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan

Dalam proses pembangunan lainnya makakeholdersyang
terlibat dalam pengelolaan sampah adalah: pembrintaasyarakat;
swasta; para ahli dan akademisi (perencana proi@$io

Masing-masingstakeholdersakan berinteraksi satu sama lain
sesuai dengan fungsi dan perannya. Adapun fungsipdean dasar dari
masing-masingtakeholderantara lain:

1. Pemerintah berperan sebagagulator, fasilitator

2. Masyarakat berperan sebagai pengelola sampah ;nfesha

hasil dan proses,

3. Swasta berperan sebagai penanam modal
4. Para ahli dan akademisi berperan sebagai perencana.

53 Widyatmoko dan Sintorini Moerdjokienghindari, Mengolah, dan Menyingkirkan Sampalbandi Tandur, Jakarta,
2002, Him. 15.
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5. LSM berperan sebagai pendamping, fasilit4tor

Peran dan fungsi tersebut, dalam perkembangannyandkinkan
untuk berubah. Perubahan-perubahan ini terjadi gsebaadanya
kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah ngkungannya,
konsekuensi dari penerapan konsep partisipatiindaliatem pengelolaan
sampah yang dirumuskan bersama.

Penerapan konsep partisipatif memungkinkan masgarak
mengelola sampah rumah tangganya secara mandgadetibantu oleh
LSM sebagai fasilitator dan pendamping dalam kagiagpengelolaan

sampah masyarakat secara mandiri ters€but.

6. Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah

Pola pengelolaan sampah yang dilaksanakan saabedhim
tercapai pola pengelolaan terpadu dari masyarakbagai penghasil
sampah dan pemerintah sebagai penyedia dan pemgal@na sampah.
Dari sisi masyarakat masih terbentuk presepsi baawgah adalah bahan
yang sudah tidak terpakai dan telah menjadi kewaajijpihak pemerintah
untuk mengelolanya dan membersihkannya.

Pola pendekatan baru dalam pengelolaan sampalnsasiah di
konsepkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. No
21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Startegi Nadidtengembangan

Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP). KebijakamomNdstersebut

54 |bid.
36 Ibid
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merupakan reaksi atas pengelolaan sampah di waktellsnnya yang
dilaksanakan secara konvensional dan terkesan adselat pemisah
antara masyarakat sebagai produsen sampah danpgeenanintah sebagai
pengelola sampah.

Dalam kebijakan dan strategi nasional pengembargjsiem
pengelolaan sampah yang terkait dengan tema peri@ngelolaan
sampah disebutkan antara lain, kebijakan pengurangampah
semaksiamal mungkin dimulai dari sumbernya dengda meningkatkan
pemahaman kepada masyarakat tentang upaya 3R dayemmeangkan
sistem insentif dan disinsentif. Dalam hal parasipnasyarakat kebijakan
yang dituangkan adalah meningkatkan pemahaman sejak,
menyebarluaskan pemahaman tentang sampah kepayarakas tentang
pengelolaan sampah, meningkatkan pembinaan pe®ageleaampah
khususnya kepada kaum perempuan.

7. Konsep Pengelolaan Sampah 3R

Pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk megguodume
sampah atau merubah bentuk sampah menjadi sesalagubgrmanfaat
dengan berbagai macam cara. Teknik pengelolaan ataryang pada
awalnya menggunakan pendekatan kumpul-angkut-bkamgelah mulai
mengarah pada pengelolaan sampah berupa RBduce berarti
mengurangi volume dan berat sampabuse berarti memanfaatkan

kembali darrecycleberarti daur ulang sampah. Teknik pengelolaan
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sampah dengan pola 3R, secara umum adalah seleaigaib
a. Reduce (pengurangan volume)
Ada beberapa cara untuk melakukan pengurangan eolum
sampah, antara lain:
1) Incenerator(pembakaran)

Merupakan proses pengelolaan sampah dengan proses
oksidasi, sehingga menjadi kurang kadar bahayasshil secara
kimiawi serta memperkecil volume maupu berat samyeag
akan dibuang ke lokasi TPA.

2) Balling (pemadatan)

Merupakan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan
dengan pemadatan terhadap sampah dengan alat peyaada
bertujuan untuk mengurangi volume dan efisiensndpartasi
sampah.

3) Compostingpengomposan)
Merupakan salah satu sistem pengelolaan sampalamleng

mendekomposisikan sampah organik menjadi matecaiplos,
sperti humus dengan memanfaatkan aktivitas bakteri.
4) Pulverization(penghalusan)
Merupakan suatu cara yang bertujuan untuk mengurang
volume, memudahkan pekerjaan penimpunan, menekkiorve
penyakit serta memudahkan terjadinya pembusukan dan

stabilisasi.
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b. Reuse (penggunaan kembali)

Reuse adalah pemanfaatan kembali atau mengguanakan

kembali bahan-bahan dari hasil pembuangan sampaladndahan

yang dapat dipergunakan kembali misalnya sampahsthkdsi

bangunan.

c. Recycle (daur ulang)

Recycle adalah kegiatan pemisahan benda-benda aailorg

(misalnya: botol-botol bekas, kaleng, kardus damnig) dari

tumpukan sampah untuk diproses kembali menjadirb&la&u atau

barang yang lebih berguna.

8. Dampak Jika Sampah Tidak Dikelola

Menurut Gelbert jika sampah tidak dikelola dengaaik bakan

menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dgkuimgan, yaitu:

1.

Dampak terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai

(pembuangan sampah yang tidak terkontrol) meruptdrapat
yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi
berbagai binatang seperti lalat dan anjing yangatdap
menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatag gapat
ditimbulkan adalah sebagai berikut:

a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat

karena virus yang berasal dari sampah dengan [agel
tidak tepat dapat bercampur air minum.

. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur

kulit).

. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan

Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang
dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini

sebelumnnya masuk ke dalam pencernakan binatang
ternak melalui makanannya yang berupa sisa
makanan/sampabh.
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d. Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepaag ki
kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsuman ika
yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Rakda in
berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh lpghrig
memproduksi baterai dan akumulator.

2. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam
drainase atau sungai akan mencemari air. Berbaganisme
termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spegi@s
lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosigiemiran
biologis.

Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan
menghasilkan asam organik dan gas cair organikersep
metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dabasektrasi
tinggi dapat meledak.

3. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi
Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk
lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat
bau yang tidak sedap dan pemandangan yang burek&ar
sampah bertebaran dimana-mana.

b. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.

c. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan
rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting
disini adalah meningkatnya pembiayaan secara laggsu
(untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara
tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya
produktivitas).

d. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat
menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi
fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembateaindse,
dan lain-lain.

e. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pEaan
sampah yang tidak memadai, seperti tingginya byayey
diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana
penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien,
orang akan cenderung membuang sampahnya di’falan.

56 Gelbert, M., et. alKonsep Pendidikan Lingkungan Hidup daiNall Chart”, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan
Hidup, PPPGT/VEDC, Malang, 1996, Him. 96
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METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitianngamelihat hukum
sebagai fakta, penelitian hukum empiris diarahkapakla studi terhadap
hukum sebagalaw in actionPenelitian hukum empiris lebih menekankan
segi observasi dan menggali pengalaman masyasakad, bermaksud untuk
memperkaya kemungkinan pengembangan ilmu hukumeliBan yuridis
empiris adalah penelitian terhadap data primer ydilaggukan dalam rangka
mendukung data-data sekunder.
B. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di KotnBkulu.
C. Penentuan Informan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metpdgosivesampling
yaitu dengan menentukan beberapa informan dengierikryang telah
ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetabarta mampu
memberikan keterangan tentang masalah yang ditgliitiuk mendapatkan
data empiris, maka diperlukan informan adapun yamgnjadi informan
adalah sebagai berikut:
1. Kelompok informan yang berkenaan dengan sistemrkeppinan formal

yaitu:

57 Bambang WaluyoPenelitian Hukum Dalam PrakteBinar Grafika, Jakarta, 1996, HIm. 15
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a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkul

b. Kepala Bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Peayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

c. Kepala Bidang Kebersihan DKPP Kota Bengkulu.

d. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan RakyatrBla Kota
Bengkulu .

Penentuan kelompok ini dilandasi oleh pertimbandahwa
mereka memiliki pengetahuan yang cukup memadaialiark dengan
pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

2. Kelompok informan yang terdiri dari masyarakat gangurus LPM Kota
Bengkulu. Penentuan kelompok ini dilandasi pertingzan bahwa mereka
memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang pukiemadai
berkaitan dengan penerapan pelaksanaan pengelséaapah di Kota
Bengkulu.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti dari penelitian lagan secara
langsung (observasi) yang berkaitan dengan varigeelelitian dan
wawancara mendalam.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan seemgaja

dan sistematis mengenai gejala-gejala sosial dglaggejala psikis
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untuk kemudian dilakukan pencatat8rObservasi dilakukan untuk
mengetahui secara eksplisit pelaksanaan pengelséeapah.
b. Wawancara mendalam
Wawancara mendalam ini dipakai untuk menjaring deatag
berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sampdfotal
Bengkulu. Metode ini dipakai untuk mengetahui pgradanforman
mengenai keefektifan pelaksanaan pengelolaan samppatfiematika
yang dihadapi serta upaya yang dilakukan. Dalam agaman
wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaark pgekalis
yang berfungsi sebagai pedoman yang bersifat Heksidan
pertanyaan-pertanyaan berikutnya disusun pada gwaiforman
terhadap pertanyaan sebelumnya.
2. Data Sekunder
Selain data yang dikumpulkan melalui observasi dawancara
mendalam dilakukan pula pengumpulan data sekunaién gata yang
diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi huddtikel, karya tulis
ilmiah, media cetak, situs internet, Kamus Bahasdoresia, Kamus
Hukum, dan Ensiklopedia Indonesia, referensi tertyhng berkaitan
dengan penelitian ini, dengan tujuan menemukani-teor yang
berkaitan dengan judul penelitian.

Data sekunder ini didapat berbagai bahan-bahannhmyialni :

58 Ronny Hanitijo Soemitrayietode Penelitian Hukum dan Jurime@hlmia Indonesia, Jakarta, 1990, Him. 34.
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1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan pdang-
undangan.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mekalber
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hpkimner
yang berupa buku-buku yang ditulis para ahli ragean
undang-undang, hasil penelitian terdahulu dan medzssa
yang isinya mempunyai relevansi dengan bahasanmdala
penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan uhkumlainyayeg
ada relevansinya dengan pokok masalah yang meraheriko
tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunderaatdar
artikel, kamus, majalah dan internet.59

E. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dipergunakan adalahsa&lialitatif yaitu
data yang diperoleh dari responden, diseleksi ledeys dan kejujurannya,
kemudian digeneralisasikan untuk menggambarkandesag@opulasi secara
induktif, sedangkan data sekunder digunakan selbagaasan berfikir untuk
merumuskan sekaligus membahas hasil penelitiamdgra dengan cara ini
diperolen kesimpulan tentang pelaksanaan pengelotzenpah di Kota
Bengkulu. Selanjutnya hasil dari penelitian didgstkan untuk menjawab
permasalahan yang diangkat, dan disusun menjagk Kaniah dalam bentuk

tesis.

59 Soerjono Soekamto , 19Bénelitian hukum Normatif :Suatu tinjauan singlajawali. Jakarta Him. 64
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